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» PEREKONOMIAN MASYARAKAT
UMBULHARIO—Jumlah keluarga tahun sebelumnya data KSJPS Kota selesai pada 31 Januari 2021," kala

sasaran jaminan perlindungan sosial
(KSJPS) di Kota Jogja naik. Pandemi
Covid-19 menjadi salah satu penyebabnya.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Dinsos Nakertrans)
Kota Jogja, Maryustion Tonang me-
negaskan jika data KSJPS terbaru
telah ditetapkan. "KSJPS ini sudah
ditetapkan, di mana hasilnya adalah
untuk 2021 ini jumlah KK-nya sebanyak
15.584 KK. Kalau dihitung dari jiwa
itu sebesar 48.269 jiwa," jelas Tion,
panggilan akrabnya, Senin (18/1).
Diakui Tion, bila dibanding dengan

Jogja memang naik. Tion berpendapat
jika peningkatan tersebut terjadi karena
sutuasi pandemi yang masih berlangsung.
"Ketika kami sandingkan dengan
tahun sebelumnya, hasil pendataan
itu memang ada kenaikan. Hal itu
disebabkan karena apa, ya karena
Covid-19. Pasti ada kenaikan, kalau
untuk KK-nya sekitar 8,53 persen
dibanding tahun sebelumnya," terangnya.

Saat ini dari sisi tata kelola, proses
KSJPS di bulan Januari ini adalah untuk
distribusi terhadap kartu tersebut di
wilayah ke Kemantren. “Diharapkan

Tion.

Menurut Tion, ada beberapa program
Dinsos Nakertrans di 2021. Dalam
situasi pandemi Covid-19, ada beberapa
intervensi program baik dari Pemerinizh
Pusat, DIY maupun Kota Jogja. Program
KSJPS merupakan program Pemkot
Jogja yang menyangkut pendataan
warga miskin. "Sedangkan kalau
program yang lain adalah program
Pemerintah Pusat, ada bantuan PKH
[Program Keluarga Harapan| kemudian
BST [Bantuan Sosial Tunai]. Dari Kota
BST APBD yang nanti bersumber dari

APBD," paparnya. ZH

Tion pmenyebutkan jika milai
bantuan yang bakal diterima secara
total sama,  yakni per orang Rpl,2
juta, Hanya bedanya dari Pemerintah
Pusat Rp300.000 selama empat bulan
sedangkan BST APBD sebesar Rp200.000

“selama enam bulan. Hanya berbeda

interval waktunya. )
"Distribusi BST APBD nanti kan
tentunya ada tata kelola. Saat ini
yang sedang berjalan programnya BST
APBN pusat sudah mulai jalan, satu
minggu sudah berjalan di Kantor Pos
terdistribusi,” katanya. (catur bwi Janat
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